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Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja bersifat preventif dan ruang lingkupnya sangat
luas yaitu mencakup keselamatan kerja di semuatempat kerjabaik di darat, di dalam tanah, di permukaan
air, di dalam air maupun di udarayang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Sementara
kajian ataupun tinjauan mengenai implementas terhadap undang-undang tersebut serta peraturan
pelaksanaannya sampai saat ini belum pernah dilakukan segjak dikeluarkannya pada tahun 1970. Untuk itu
perlu dilakukan analisis terhadap implementasi Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja
di PT. Garuda Indonesiadan PERTAMINA. Hal tersebutlah yang melatarbelakangi penelitian ini . Tujuan
dari pendlitian ini adalah mendapatkan gambaran analisis terhadap implementasi Undang-undang No. 1
Tahun 1970 tentang keselamatan kerjadi PT. Garuda Indonesia dan PERTAMINA.

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan hanya menggali informasi tentang implementasi Undang-
undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Lokasi penelitian diambil di PT. Garuda Indonesia dan
PERTAMINA sebagai perusahaan besar berskalainternasional namun memiliki risiko kecelaaan yang
tinggi. Sebagai informan adalah pimpinan PT. Garuda Indonesia dan PERTAMINA padatingkat pembina,
dan pegawai / pekerjadi lapangan pada tingkat pelaksana dengan berjumlah 6 orang baik tingkat pembina
maupun pelaksana dengan masa kerjadi institusi terebut minimal 3 tahun.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam (indepth interview) kepada para
informan kunci dan dengan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion). Sebagai data pendukung
digunakan data sekunder dengan cara telaah dokumen dengan waktu pengumpulan data pada bulan
Desember 2001 sampai dengan Januari 2002. Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman
wawancara mendalam dan pedoman diskusi kelompok terarah serta tape recorder sebagai alat perekam pada
saat wawancara dan diskusi.

Gambaran implementas terhadap Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja baik di PT.
Garuda Indonesia maupun PERTAMINA padatingkat pembina adalah bahwa secara keseluruhan pembina
cukup memadal memahami Undang-undang No. 1 tahun 1970 dan gambaran implementas terhadap
Undang-undang No. | tahun 1970 tentang keselamatan kerjabaik di PT. Garuda Indonesia maupun
PERTAMINA padatingkat pelaksana adalah sangat tidak memadai.

Dari hasil dan pembahasan penelitian dapat diberikan saran-saran yaitu untuk PT. Garuda Indonesia dan
PERTAMINA perlu melakukan sosialisas terhadap Undang-undang No. 1 tahun 1970 serta peraturan
pelaksanaan lain yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja pada tingkat pembina maupun
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pelaksana sehingga dapat dipahami secara utuh Undang-undang No. 1 tahun 1970 tersebut. Untuk
pemerintah sebagai pembuat Undang-undang disarankan agar |ebih sering melakukan sosiadlisasi, evaluasi
dan pengkajian terhadap Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja maupun

mel aksanakan pembuatan Peraturan Pemerintah yang lintas sektoral maupun departemental yang diikuti
juga dengan peningkatan reward and punishment system.

<hr><i>Analysis of Implementation Regulation of Act No. 1 of 1970 concerning Occupational Safety at PT.
Garuda Indonesia and PERTAMINAACct No. 1 of 1970 concerning Occupational Safety is preventive by
nature and has very wide range of coverage including all working places/sites namely in land, under ground,
on water surface, aswell as on the air within the legal territory of the Republic of Indonesia. Meanwhile,
thereis no analysis or overview on the implementation of the mentioned Act and its operational regulations
since its date of issuance in 1970 up to the recent time has never been carried out. In this respect, analysison
the implementation of Act No. 1 of 1970 at PT Garuda Indonesiaand PERTAMINA is regarded necessary.

Thisresearchis carried out in term of qualitative and focused on gaining information relating with the
implementation of Act No. 1 of 1970 concerning Occupational Safety. The chosen location isat PT Garuda
Indonesiaand PERTAMINA as international scale companies with high risk of occupational accidents.

Total number of informants for this research is 6 (six) people consisting of high level officials and
employees/workers at operational levels who have been working for 3 (three) years for PT Garuda Indonesia
and PERTAMINA. Data compilation in this research is carried out through in-depth interview with the
mentioned key informants and through Focus Group Discussions. Meanwhile as supporting data, this
research is using secondary data complied from the relevant documents within period of December 2001 to
January 2002. The research instrument is checklist of In-depth Interview and Focus Group Discussions
recorded using tape recorder.

Description of the implementation of Act No. | of 1970 concerning Occupational Safety at both PT Garuda
Indonesia and PERTAMINA within the scope of high level officialsisthat most of them well understand the
Act. However, at operational level employees/workers, understanding of the Act isinsufficient.

Analysis of this research comes to recommendation that PT Garuda Indonesiaand PERTAMINA shall carry
out social awareness on Act No.l of 1970 and its operational regulations concerning occupational safety and
health for their officials and employees/workersin order to obtain well understanding about the Act. On the
other side, government as executive body shall do the same social awareness to the industrial community
(employers and workers), carry out evaluation and review of the Act and the related operational regulations
and to set up new inter-sector and inter-departmental Government Regulation followed by establishment of
reward and punishment system.</i>



